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BUPATI HALMAHERA BARAT,

trahwa irerdasarkan ketentuan Pasai 125 iruruf a Perarurarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2077 tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah dinyatakan bahw.a persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat l)aerah;
bairwa un'r-uk menjamin terlaksananya penyusunan Renja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim
Penyusunan Rencana Keq'a (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
'2027;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksr:d parla
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Ke{a {Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan politik
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O27;

Undang-Undang Nomoi' 60 Tahun 1q58 tenttng Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalarn Wilayah
Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi fuIaiuku Utara, Kabupaten Buru rian Kabupaten Maluku
Tengiqara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Katxrpaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara:
Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 25 tahun '2A04 tentang Sistem
Perencanaan Pembarlgunan Nasional;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- unrlangan;
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Pengeioiaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 19 Tahun 2A16 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2024
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2A16
tentang Pedoman Pengeiolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Taia Cara Evaluasi ltancarrgarr Feraturan Daerair
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keqla Pemerintah Daerah;
Peraturan Ment-eri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Al9 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Pei'aturan hienteri Dalam Negeri l.lomoi: 19 Tahun 2OZA
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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tentang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. i-2850 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga diatas l{eputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2A2l tentang Hasil Veri{ikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verifikasi,
dan Nomenklaktur Perencanaan PemLrangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
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2A16 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daeratr
Kabupaten Hahaahera Barat;
Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A22 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera llarat Nomor 2 Tahun
2A23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun zArc tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A26 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026:
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2A Tahun 2A2l
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 1O Tahun 2A76 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2A23
ter:tang Perubahan Keerrpat atas Peraturan bupaii Halmairera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/KPfSl l /2426
tentang Peiimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2426;
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahuu '2{}2* acntang
Penjabaran Anggaran Penriapatan rian Beian3'a l=taer"a h Erai-:erpaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '2*26;
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Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran '20'27 pada Satuan Ke{a Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Tim
Sebagaimana tercanturn pada Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun dokumen Rencana Keda (Renja) Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Haimahera Barat Tahun
A---^-^,- 1r\.)-7 ;,1^-^^^ I^'^+^-+,,^- f)^,.,,^J,,-,. ..*,{^r1rr56di.tLl aW!-, 5t 5L{dr Ll\ tr|;alr r\( l\ lltLlctlr I t.rL,tll(r(trrB-Llrj([driF]dii -\darb
berlaku;
Segala biaya yang tjmbui sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Flalmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .Iailolo

PadaTanggal : 14Jan

BUPATI BARAT,

Tembusan disa;mgto;ikrln kepoda Yth z

1. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BAPERRIDA Kab. HaLnahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid" Ekonomi & Petnb

Kabal Kesbangpolda

Kabag l{ukum & Orgs



LAMPIRAN :

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :27lKPTS /Il2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

: PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2427

ilo NAIYIA /ITIP JABATAIT DALAM
TIM

KE?

1 ASNATH SOWO,S.SOS. M.Si
NrP. 19751410 2003L2 2 AO5

PBNANGGUNGJAWAB

2 MUSA MOMAMI, S.SOS. M.Si
NrP. 19750105 2010 1 014

KETUA

a.) JANSENS MOMOLE,S.PD
NIP. 1977A629 200501 1 008

ANGGOTA

4 MIDRA M. HASAN, S.IP
NIP. 1982A214 200501 I AO7

ANGGOTA

5 MUH. SYAMSIR ALI,SIP. M.Si
NrP. 19820104 2043L2 1 004

ANGGOTA

6 ILTAM TAMIMA, ST
NrP. 19740804 200504 1 006

ANGGOTA

7 NANIK KARTINI, SE
NrP. 19760421201001 2 AA4

ANGGOTA

I M- SALEH RUMALUTUR, SE
NIP. 19740816 200604 L OL2

ANGGOTA

q RIFANI PAHATA,SIP
NrP. 1980A128 2AA6A4 2 ALg

ANGGOTA

Para-f BUPATT IP'1.J-}/.gllEEtp. BARAT,

YA]T{ES UANG
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

Kabag Hukum & Orgs


